BAB I1
PAJAK DALAM ISLAM

A. Pengertian Pajak Dalam Islam
Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan
istilah Dharibah, yang berasal dari kata dasar W< yang artinya:
mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan
atau membebankan, dan lain-lain. Sedangkan secara terminologi
Dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara
untuk selain Al-Jizyah, dan Al-Kharaj sekalipun keduanya secara
awam bisa dikategorikan dharibah. Dalam kitab Al Ahkam al
Sulthaniyah karya Imam Al Mawardi, Kharaj diterjemahkan dengan
kata pajak, sedangkan Jizyah tidak diterjemahkan dengan pajak,
melainkan tetap disebut jizyah. Dalam kitab Shahih Abu Daud,
seorang pemungut jizyah diterjemahkan dengan seorang pemungut
pajak, padahal yang dimaksud adalah petugas jizyah. Dalam kitab
Al-Umm karya Imam Syafi’i, jizyah diterjemahkan dengan pajak.
Dari  berbagai penerjemahan ini tampaknya pengertian
jizyah kharaj, dan lain-lain disatukan ke dalam istilah pajak.t
Ada pun beberapa ulama yang memberikan definisi tentang
pajak dalam Islam di antaranya:
1. Yusuf Qardhawi berpendapat, “pajak adalah kewajiban yang
ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan
kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat

prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai

! Gusfahmi,Pajak menurut Syariah:Edisi Revisi,(Jakarta: Rajawali Pers,
2011), h.28-29

15



16

pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk
merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial,politik dan

tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara”.

. Gazi Inayah berpendapat, “pajak adalah kewajiban untuk

membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau
pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya
imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan
kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk
mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk

memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah”.

. Abdul Qadim Zallum berpendapat, “pajak adalah harta yang

diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum muslimin untuk
membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran
yang memang diwajibkan atas mereka pada kondisi baitul
mal tidak ada uang atau harta”.?

Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini berpendapat, “pajak
adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan
muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari
mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan
Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas

di dalam baitul mal”.

Adapun pajak (Dharibah) menurut istilah kontemporer adalah
iuran rakyat kepada kas negara (pemerintah) berdasarkan undang-

undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas

Gusfahmi,Pajak  menurut  Syariah,(Jakarta: PT. RajaGrafindo

Persada,2007), h.31-32.
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jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-

norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan

jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.®

Dari berbagai definisi tersebut, penulis lebih setuju dengan

definisi yang dikemukakan oleh Abdul Qadim Zallum, karena

dalam definisinya terdapat lima unsur pokok yang merupakan unsur

penting yang harus ada dalam ketentuan pajak menurut syariah,

yaitu:
1.
2.
3.

Diwajibkan oleh Allah Swit.

Objeknya adalah harta (al mal).

Subjeknya kaum muslimin yang kaya (ghaniyyun), tidak
termasuk non- Muslim.

Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum
muslimin).

Diberlakukannya karena adanya kondisi darurat (khusus),

yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

Kelima unsur dasar tersebut harus sejalan dengan prinsip-

prinsip penerimaan negara menurut Sistem Ekonomi Islam, yaitu

harus memenuhi empat unsur diantaranya:

1.

Harus adanya nash (Al Qur’an dan Hadist) yang
nenerintahkan setiap sumber pendapatan dan
pemungutannya.

Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslimin

dan non Muslim.

wib.

3 https://abufawaz.wordpress.com diakses tanggal 05 Mei 2017 jam 14.00
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Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa
hanya golongan kaya dan golongan makmur yang
mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.

Adanya tuntutan kemaslahatan umum.*

B. Karakteristik Pajak Dalam Islam

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (dharibah) menurut

syariat islam yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam

sitem kapitalis, yaitu:

1. Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu,

hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta
atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka
kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat,
yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang
membutuhkan (mustahik).Sedangkan pajak dalam perspektif
konvensional adalah selamanya (abadi).

Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan
yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas
jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut,
tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif
konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa
membedakan agama.

Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum muslim, tidak

kaum non-muslim. Sedangkan teori pajak konvensional

4

Gusfahmi,Pajak  menurut  Syariah,(Jakarta: PT. RajaGrafindo

Persada,2007), h.40.



19

tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan
tidak boleh ada diskriminasi.

4. Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum muslim yang
kaya, tidak dipungut dari selainnya. Sedangkan pajak dalam
perspektif konvensional, kadangkala juga dipungut atas
orang miskin, seperti PBB.

5. Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah
pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.

6. Pajak (dharibah) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan.
Menurut teori pajak konvensional, tidak akan dihapus

karena hanya itulah sumber pendapatan.®

C. Pendapat Ulama Tentang Pajak Dalam Islam

Untuk memenuhi kebutuhan negara akan berbagai hal,
seperti menanggulangi kemiskinan, menggaji tentara, dan lain-lain
yang tidak terpenuhi dari zakat dan sedekah, maka harus ada jalan
alternatif baru yaitu pajak, karena pajak adalah pilihan yang lebih
baik dan utama.

Pilihan kewajiban pajak ini sebagai solusi dan telah
melahirkan perdebatan di kalangan para fugaha (ulama) dan
ekonomi islam, ada yang menyatakan pajak itu boleh dan ada yang
menyatakan pajak itu tidak boleh. Beberapa ulama dan ekonomi
islam yang menyatakan bahwa pemungutan pajak itu di

perbolehkan, antara lain:

5 Gusfahmi,Pajak menurut Syariah:Edisi Revisi,... h.33-34.
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» Abu Yusuf, dalam kitabnya Al Kharaj, menyebutkan bahwa:

“semua Khulafaurrasyidin, terutama Umar, Ali, dan Umar bin
Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus
dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak
diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar,
juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi
kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung
hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak
menurut kemampuan rakyat yang terbebani”.

Ibnu Khaldun, dalam kitabnya Mugaddimah, menyebutkan
bahwa: “oleh karena itu, sebarkanlah pajak pada semua orang
dengan keadilan dan pemerataan, perlakukan semua orang
sama dan jangan memberi kekayaan dan jangan
mengecualikan kepada siapa pun sekalipun itu adalah
petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan
jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan
membayarnya”.

M. Umer Chapra dalam bukunya Islam and The Ekonomic
challenge, mengatakan: “Hak negara Islam untuk
meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak di samping
zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fugaha yang pada
prinsipnya telah mewakili semua mazhab fikih. Hal ini
disebabkan karena dana zakat dipergunakan pada prinsipnya
untuk kesejahteraan kaum miskin padahal negara memerlukan
sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi-

fungsi alokasi, distribusi, dan sosialisasi secara efektif. Hak
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ini dibela para fugaha berdasarkan hadist: (pada hartamu ada
kewajiban lain selain zakat)”.

» Hasan Al Banna dalam bukunya Majmuatur Rasa’il,
mengatakan: “melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi
pendapatan yang merata, maka sistem perpajakan progresif
tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran Islam”.

» lbnu Taimiyah, dalam Kkitabnya Majmuatul Fatawa,
menyebutkan bahwa: “larangan penghindaran pajak sekalipun
itu tidak adil berdasarkan argumen bahwa tidak membayar
pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan
beban yang lebih besar bagi kelompok lain”.

» Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya Al Amwal fi Daulah al
Khilafah, menyebutkan bahwa: “berbagai pos pengeluaran
yang tidak tercukupi oleh Baitul Mal adalah menjadi
kewajiban kaum muslimin. Jika berbagai kebutuhan dan pos-
pos pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul
kemudharatan yang menimpa kaum muslimin untuk
membayar pajak, hanya untuk menutupi (kekurangan biaya
terhadap) berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang
diwajibkan, tanpa berlebih”.®

Disamping sejumlah fugaha menyatakan pajak itu boleh
dipungut,sebagian lagi menolak hak negara untuk meningkatkan
sumber-sumber daya melalui pajak, disamping zakat, antara lain:

» DR. Hasan Turobi dari Sudan, dalam bukunya Principle of
Governance, Fredom, and Responsibility in Islam,

mengatakan: “pemerintahan yang ada di Dunia Muslim

6 Gusfahmi,Pajak menurut Syariah,... h.183-185.
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dalam sejarah yang begitu lama (pada umumnya tidak sah)
karena itu, para fugaha khawatir jika diperbolehkan menarik
pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat

penindasan.’

Pajak dibolehkan dalam islam karena alasannya untuk
kemaslahatan umat, maka pajak saat ini memang merupakan sudah
menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara muslim
dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai
berbagai pengeluaran, yang mana jika pengeluaran itu tidak
dibiayai maka kan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah
kemudharatan adalah kewajiban, sebagaimana kaidah ushul figh
mengatakan:

Cxlhsda Vi Byl

“segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya
kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itu pun wajib
hukumnya.

Oleh karena itu, pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa
dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum
muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa
aman, pengobatan, pendidikan, gaji para tentara, pegawai, guru,
hakim dan sejenisnya. Oleh sebab itu, pajak memang merupakan
kewajiban warga negara dalam sebuah negara islam, tetapi negara

berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (Syarat), yaitu:

" Gusfahmi,Pajak menurut Syariah,... h.186.
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1. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai
amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk
merealisasikan tujuan-tujuan pajak.

2. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara
merata di antara mereka yang wajib membayarnya.

Mengikuti pendapat ulama yang mendukung perpajakan, maka
harus  ditekankan  bahwa  mereka  sebenarnya  hanya
mempertimbangkan sistem perpajakan yang adil, yang seirama
dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil
apabila memenuhi tiga kriteria yaitu:

1. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-
benar diperlukan untuk merealisasikan magashid.

2. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada
kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan
secara merata terhadap semua orang yang mampu
membayar.

3. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi
tujuan yang karenanya pajak di wajibkan.®

Jika melanggar ketiga hal di atas, maka pajak seharusnya di
hapuskan dan pemerintah mencukupkan diri dengan sumber-
sumber pendapatan yang jelas ada nashnya serta kembali kepada

sistem anggaran berimbang (balance budget).

8 Gusfahmi,Pajak menurut Syariah:edisi revisi,(Jakarta: PT. Rajawali
Pers,2011), h.162.
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D. Hukum Pajak Dalam Islam

Berdasarkan uraian dari beberapa pendapat ulama terdapat
perbedaan pendapat mengenai pajak dalam islam, yaitu:

Pendapat pertama menyatakan bahwa pajak tidak boleh
dibebankan kepada kaum muslimin karena kaum muslimin sudah
dibebani kewajiban zakat. Berdasarkan firman Allah swt dalam
surat An Nisa: 29

/,49/

Sl ety Sl el ¥ 1 il iy
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil..” (QS. An-Nisa:29)°

Dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya saling memakan
harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak
adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta
sesamanya.'® Adapun dalil secara khusus, ada beberapa hadits yang
menjelaskan keharaman pajak dan ancaman bagi para penariknya,
di antaranya bahwa Rasulullah SAW bersabda :

JU\ U&J\ g_,o—L«P d

Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak diadzab di neraka.

(HR Ahmad dan Abu Dawud).

Hadits inilah yang acap kali digunakan untuk mengharamkan
memungut pajak, dan juga sebagai dalih untuk tidak bayar pajak.

% Kementerian Agama RIl, Al-Qur’an dan Tafsirannya Jilid 3, (Jakarta:
Widya Cahaya,2011), h.255.

10 https://nainah93.wordpress.com/2013/09/23/makalah-pajak-dalam-islam/
di akses tanggal 07 Mei 2017 jam 15.00 wib.
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Serta untuk mengharamkan secara total apa-apa yang berbau pajak.
Dan ancamannya juga tidak main-main, yaitu api neraka yang
pedih.t!

Pendapat Kedua Para ulama menyatakan kebolehan
mengambil pajak dari kaum muslimin, jika memang negara sangat
membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan inipun
harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Diantara ulama yang
membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum
muslimin adalah Imam Ghazali, Imam Syatibi dan Imam Ibnu
Hazm. Dan ini sesuai dengan Hadis yang diriwayatkan dari Fatimah

binti Qais, bahwa dia mendengar Rasulullah saw bersabda:

BN g W JUW G O

!

'Sesungguhnya pada harta  ada kewajiban/hak (untuk
dikeluarkan) selain zakat.” (HR Tirmidzi, No: 595 dan Darimi, No
: 1581, di dalamnya ada rawi Abu Hamzah (Maimun). Menurut
Ahmad bin Hanbal dia adalah dho’if hadist dan menurut Imam
Bukhari dia tidak cerdas).*?

Dalam konteks Indonesia, payung hukum bagi Direktorat
Jenderal (Ditjen) Pajak untuk tidak tebang pilih dalam menerapakan
aturan perpajakan pada berbasis syariah di Indonesia telah terbit,
yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2009 dengan
tajuk Pajak Penghasilan (PPh) Atas Bidang Usaha Berbasis Syariah.
Maka mulai tahun ini, penghasilan yang di dapat dari usaha maupun

11 http://haryobayu.web.id/blog/terkait-tax-amnesti-pajak-dalam-pandangan-
islam/ di akses tanggal 07 Mei 2017 jam 20.00 wib.
2 Masduki,Figh Zakat,(IAIN SMH Banten, 2014) h.123.
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transaksi berbasis syariah baik oleh wajib pajak (WP) pribadi
maupun badan bakal dikenakan PP. Penerbitan PP PPh Syariah ini
merupakan bentuk aturan pelaksana yang diamanatkan Pasal 31D
UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.

Pada akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum
pajak dalam islam adalah boleh, alasannya karena untuk
mewujudkan kemaslahan umat dan di Indonesia telah terbit
perpajakan berbasis syariah yang di atur dalam Peraturan
Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2009 dengan tajuk Pajak
Penghasilan (PPh) Atas Bidang Usaha Berbasis Syariah.

13 http://syiar.republika.co.id/36836/Payung_Hukum_Pajak_Untuk_Syariah
Telah_Terbit di akses tanggal 07 Mei 2017 jam 15.00 wib.
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